BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Desa menurut U No.6 tahun 2014 merupakan sebuah suatu kesatuan
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wewenang dalam menjalankan atu elaksanakan urusan-urusan

r. Total Dana Desa tahun 2019
sehesar 67,3 triliun, tahun 2020 sebesar 72,42 triliun, tahun 2021 sehesar 71,85
triliun (Bodan Pusat Statistik, 2023). Uang APBN disalurkan ke desa melalui
anggaran pendapatan dan belanja daersh kabupatenkots untuk membiaysi
penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai Peraturan Pemerintah
Nomer 60 Tahun 2014.



Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa
meliputi perencanaan, pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan. pertanggung
jawaban, serta pengarahan dan pengawasan. Penataliyanan kevangan desa yang
bertanggung jawab memerlukan prosedur pengelolaan keuangan yang mematuhi
pedoman pengelolaan dana desa yang ditetapkan dan menggunakan uang hanya

' npekerjaan vang diselesaikan
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dilakukan dengan benar karena dana vang diberikan merupakan tugas pemerintahan
desa yang diamanahkan oleh masvarakat sebagai aparat pengelols dana desa
untuk meningkatkan kesejahternan masyarakat. oleh karena itu pengelolaan dana
desa yang baik sangat penting dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab kepada



masyarakat, Pengelolaan dana desa yang baik dibuktikan dengan terlaksananya
program-program yang direncanakan.

Dalam penyelenggarsan pemerintahan sangat penting untuk menjalankan dan
meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar dama yang

proses yang integral pads tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan keyakinan
memadai atos tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan vang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset megars, dan ketastan
terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari SPIP ini untuk memberikan



keyakinan yang memadai bagi tecapamya efektivites dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintsh negara, keandalan laporan  keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah desa diharuskan

Sistem pengendalian intern pada pengelolaan dana desa harus dilakukan
dengan merancang sistem wewenang dan prosedur pencatatzn yong memberikan
transaksi hanya dilokukan atas dasar otorsasi dart penjabat vang memilika



wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Harus dibuatnya sistem yang
mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
Dengan unsur-unsur tersebut maka sistem pengendalian internal dapat tercipta.
Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang akuntabel den transparan

pat dalam PP No 60 Tahun 2008,

fokus pada aktivitas pengendalain intern yang felah ditetapkan oleh pemerintah
yang terdiri dari: 1). Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan,
2).Pembinaan sumber daya manusia, 3).Pengendalian atas pengelolaan sistem
informasi, 4) Pengendalian fisik atas asset, 5) Penetapan dan reviu atas indikator
dan ukuran kinerja, 6).Pemisahan fungsitugas, 7).Oforisasi atas transaksi dan



kejadian yung penting, 8).Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian,  9).Akuntabilitas  terhadap sumber daya dan  pencatstannya.
10).Dokumentasi yang baik atas sistempengendalian intenal serta transaksi dan
kejadian penting.

Perencanaan pengelolaan dana desa Condongeatur yang dituangkan dalam
APBDes banyak yang belum atau terhambat direalisasikan, seperti kegiatan
operasional BPD, kegiatan operasional organisasi perempuan  (PKK).
pembangunan gedung futsal, lembaga adat, kerang taruna PHBI/PHBN, BSSB, dan



MPE. Ketidaksesuaian anggaran dan reliasasi ini menunjukan adanya masalah
dalam proses pengelotaan dana desa.

Dalum prakiiknya, terdapat kendala yakni penyaluran dana desa tersendat
karena saat pemeriksaan oleh Inspektorat terdapat masalah dimana SPJ {Surat

Dalam pembinaan sumber daya manusia desa belum memenuhi kriteria PP
No 60 Tahun 2008 yaitu penyampaian visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi
kepada pegawal, pembuatan perencanaan dan pembinaan untuk mendukung
tecapainya visi dan misi, membuat uralan jabatan, prosedur rekruitmen, program



pendidikan dan pelatihan pegawai, system kompensasi, program kesejahteraan
dan fasilitas pegowai ketentuan disiplin pegawai. system penilaian kinerja, serta
perencanaan pengembangan karir. Desa Condongeatur dalam pembinaan masih
kurang dan belum dilakukan secara rutin, hal ini mengakibatkan dalampengelolaan

dana desa perangkat desa belum mampu me

¢ dikendalikannya seluruh
aspek utama transaksi atau kejadian oleh satu orang. Desa belum melakukandalam
seluruh kegiatannyn. pada tahap pelaporan kegistan transakasi, mencatal,
mengeluarkan wang dan membuat laporan keuangan dipegang oleh Bendahara Desa

saja.



Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan dengan
penetapan dan pengkomunikasian syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh
pegawai Desa Condongeatur belum sepenuhnys menerapkan dalam  seluruh
kegiatan, tahap pelaporan kevangan dilimpahkan seluruhnya kepada bendahara
dalam hat ini kepala desa hanya mempercayakan

PENGELOLAAN DAN

CONDONGCATUR,
mencerminkan keterturikan peneliti untuk melaksanakannyn.



1.2, Rumusan Masalah
Dari uraian di atas berbagai alasan-alasan telah dipaparkan peneliti. Alasan-
alasan tersebut yang dijadikan peneliti sebagai pe
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1.4. Manfaat Penelitian
peneliti maupun pembaca tentang SPIP dalam pengelolaan dana
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